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BAB II  

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah OJK 

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 

Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini merupakan badan 

independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, 

pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. 

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah 

Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan 

sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor 

keuangan, baik perbankan maupun Lembaga keuangan non-bank. 

Secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) serta mengambil alih tugas 

Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan. 

Setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 disahkan, Presiden 

Republik Indonesia saat itu,  Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2012 

menetapkan sembilan anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan, 

termasuk dua anggota komisioner ex-officio dari Kementerian Keuangan dan 

Bank Indonesia. 

Setelah itu, pada 15 Agustus 2012 dibentuklah Tim Transisi Otoritas 

Jasa Keuangan Tahap I, untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi. 
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Mulai 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif 

beroperasi dengan cakupan tugas Pengawasan Pasar Modal dan Industri 

Keuangan Non-Bank. 

Setelah itu, pada 18 Maret 2013 dibentuk Tim Transisi Otoritas Jasa 

Keuangan Tahap II untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan dalam  pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang 

Pengaturan dan Pengawasan  Perbankan dari Bank Indonesia. 

Per 31 Desember 2013 Pengawasan Perbankan sepenuhnya beralih 

dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus menandai 

dimulainya operasional Otoritas Jasa Keuangan secara penuh. 

Perluasan fungsi pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, pada 1 

Januari 2015 Otoritas Jasa Keuangan memulai Pengaturan dan Pengawasan 

Lembaga Keuangan Mikro (LKM). 

 

B. Tujuan OJK 

Otoritas Jasa Keuangan memiliki tiga tujuan (destination statement), 

antara lain: 

1. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang Tangguh, stabil dan berdaya 

saing. 

2. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap pemerataan 

kesejahteraan. 

3. Mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan 

konsumen yang kredibel. 
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C. Tugas dan Wewenang OJK 

Adapun dalam menjalakan kegiatan operasioanlnya, OJK memiliki 

tugas dan wewenang sebagai berikut:
25

 

1. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor 

Perbankan, OJK mempunyai wewenang: 

a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang 

meliputi: 

1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran 

dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya 

manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan 

izin usaha bank; dan 

2) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, 

produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa; 

b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 

1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan 

modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio 

pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; 

2) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 

3) sistem informasi debitur; 

4) pengujian kredit (credit testing); dan 

5) standar akuntansi bank; 
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c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, 

meliputi: 

1) manajemen risiko; 

2) tata kelola bank; 

3) prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan 

4) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan 

d. pemeriksaan bank. 

Selain itu, OJK memiliki tugas dan wewenang pokok sebagai berikut: 

1. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 

2. menetapkan peraturan dan keputusan OJK; 

3. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; 

4. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; 

5. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis 

terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; 

6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter 

pada Lembaga Jasa Keuangan; 

7. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, 

memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan 

8. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 

9. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa 

keuangan;  
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10. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala 

Eksekutif;  

11. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan 

Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, 

dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;  

12. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau 

pihak tertentu;  

13. melakukan penunjukan pengelola statuter;  

14. menetapkan penggunaan pengelola statuter;  

15. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan; dan  

16. memberikan dan/atau mencabut:  

a. izin usaha;  

b. izin orang perseorangan;  

c. efektifnya pernyataan pendaftaran;  

d. surat tanda terdaftar;  

e. persetujuan melakukan kegiatan usaha;  

f. pengesahan;  

g. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan  

h. penetapan lain,  
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D. Visi dan Misi Serta Struktur Organisasi OJK 

1. Visi: 

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang 

terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan 

mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian 

nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan 

umum. 

2. Misi: 

a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa 

keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 

b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan 

stabil; 

c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 

3. Struktur Organisasi 
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Ketua Komisaris OJK 

Dewan Komisioner Pengawas IKNB 

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I 

Direktur 
Kelembagaan 
dan Informasi 

Direktur Pengaturan, 
Penelitian dan 

Pengembangan 

Direktur Pengawasan 
Khusus dan Penyidikan 

Direktur Jasa 
Penunjang 

IKNB 

Direktur IKNB 
Syariah 

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II 

Direktur 
Pengawasan 

Asuransi 

Direktur 
Pengawasan Dana 

Pensiun 

Direktur 
Pengawasan 
Pembiayaan 

Direktur Pengaturan Perizinan 
dan Pengawasan Financial 

Technology 

Deputi Direktur Pengaturan Perizinan 
dan Pengawasan Financial Technology 

Kepala Bagian Perizinan dan Pendaftaran 
Financial Technology 

Staff 

Kepala Bagian Pengawasan 
Financial Technology 

Staff 
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